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Abstrak 

Perkembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar, terutama melalui Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan yang selaras dengan prinsip 
Islam. Meski demikian, tantangan masih muncul dari aspek regulasi, literasi keuangan, dan kepastian hukum. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip operasional SBSN dalam perspektif hukum dan 
ekonomi syariah serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. 
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 
konseptual, dan analitis, serta sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian 
menunjukkan bahwa SBSN dioperasikan melalui akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan 
istisna’, yang masing-masing memiliki basis aset riil dan mekanisme pembagian risiko yang adil. SBSN terbukti 
memberikan kontribusi signifikan dalam membiayai proyek infrastruktur strategis dan memperluas inklusi 
keuangan syariah. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi kendala dalam bentuk celah regulasi, 
lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya tingkat literasi publik terhadap produk investasi syariah. 
Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi dan kepastian 
hukum untuk menjamin keberlanjutan SBSN sebagai instrumen keuangan syariah yang inklusif, etis, dan 
produktif dalam mendukung pembangunan nasional. 

Kata kunci: SBSN; Keuangan Syariah; Regulasi; Kepastian Hukum. 

The Existence of the Principles of State Sharia Securities as a 
Financing Instrument 

Abstract 

The development of Islamic financial instruments in Indonesia shows significant potential, particularly through 
Sovereign Sukuk (SBSN) as a Sharia-compliant financing alternative. However, challenges remain in regulatory 
implementation, financial literacy, and legal certainty. This study aims to analyze the operational principles of 
SBSN from both Islamic legal and economic perspectives and evaluate its effectiveness as a national 
development financing instrument. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, 
and analytical approaches, based on primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that 
SBSN is structured using Sharia contracts such as mudharabah, musyarakah, ijarah, and istisna’, all of which 
rely on real assets and ensure equitable risk-sharing mechanisms. SBSN has made a significant contribution to 
funding strategic infrastructure projects while expanding Islamic financial inclusion. Nonetheless, regulatory gaps, 
weak institutional coordination, and low public literacy on Sharia-based investments hinder its optimal 
implementation. The study concludes that strengthening regulatory frameworks, improving financial literacy, and 
ensuring legal certainty are essential to maintain SBSN's sustainability as an ethical, inclusive, and productive 
Islamic financial instrument for national development. 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan instrumen keuangan dewasa ini semakin kompleks dan beragam. 

Pasar keuangan global, termasuk Indonesia, mencakup berbagai jenis instrumen yang 
terdiri dari pasar uang, pasar modal, serta lembaga pembiayaan lainnya seperti leasing, 
anjak piutang, dan modal ventura. Salah satu upaya penting dalam mobilisasi dana publik di 
pasar modal adalah melalui surat berharga atau efek, yang mencakup saham, obligasi, dan 
derivatif lainnya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Efek-efek ini 
diperjualbelikan dalam jangka panjang, baik melalui pasar perdana maupun sekunder. 
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Di Indonesia, dinamika pasar modal mengalami gejolak signifikan, seperti krisis 
moneter tahun 1997 yang menyebabkan penurunan drastis nilai saham dan melemahnya 
sektor riil. Hal ini menunjukkan pentingnya diversifikasi instrumen keuangan yang tidak 
hanya menguntungkan, tetapi juga tangguh terhadap gejolak ekonomi. Salah satu 
pendekatan yang kini berkembang luas adalah keuangan syariah, atau Islamic finance, yang 
bertumpu pada prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar 
(Mustaqim, 2023; Suryosumirat, 2023). Pasar modal merupakan salah satu pilar penting 
dalam sistem keuangan modern, yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi dana 
masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Dalam konteks Indonesia, pasar modal tidak 
hanya mencerminkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi medium strategis untuk 
menyalurkan investasi masyarakat. Namun demikian, praktik investasi di pasar modal 
konvensional masih sering dikaitkan dengan berbagai risiko dan prinsip yang bertentangan 
dengan ajaran Islam, seperti unsur riba, maysir, dan gharar (Mustaqim, 2023). 

Dalam konteks keuangan syariah, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara 
dengan mayoritas penduduk Muslim. Namun demikian, partisipasi masyarakat Muslim 
dalam pasar modal masih relatif rendah, sebagian karena persepsi negatif terhadap 
kesesuaian investasi dengan prinsip-prinsip syariah (Wulandari & Kassim, 2016). Oleh 
karena itu, kehadiran produk keuangan yang sesuai syariah, seperti Surat Berharga Syariah 
Negara (SBSN) atau sukuk, menjadi sangat penting sebagai instrumen investasi yang halal 
sekaligus berdaya guna. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN menjadi 
landasan hukum bagi penerbitan sukuk oleh pemerintah. Dalam kerangka hukum ini, 
penerbitan SBSN dilakukan melalui Special Purpose Company (SPC), dengan aset dasar 
(underlying asset) yang membedakan sukuk dari obligasi konvensional (Fitrianto, 2019). 
Aset ini menjadi dasar kontrak syariah dalam struktur sukuk dan menjamin kehalalannya, 
sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. 

SBSN terbukti berperan penting dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis 
nasional, seperti jalan, jembatan, dan rumah sakit. Penelitian oleh Abitaha dan Soelistyo 
(2021) menunjukkan bahwa sejak 2010, sukuk proyek telah digunakan secara konsisten 
untuk pembiayaan infrastruktur. Selain manfaat fiskal, sukuk juga membantu mengurangi 
ketergantungan pada pembiayaan konvensional, menjaga defisit APBN, serta memperluas 
basis investor domestik dan internasional (Wijaya, 2021). Namun demikian, efektivitas 
regulasi serta kepastian hukum dalam operasional SBSN masih menghadapi tantangan. 
Lutfiah (2024) dan Hasyim et al. (2024) mencatat bahwa terdapat celah hukum dalam 
implementasi kebijakan keuangan syariah, termasuk dalam pengawasan produk dan 
keterbatasan koordinasi antar lembaga. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah 
(Saputri & Nurwahidin, 2021), dan keterbatasan SDM (Hartanto et al., 2023) juga menjadi 
hambatan serius dalam optimalisasi SBSN. 

Dari sudut pandang hukum, efektivitas dan kepastian hukum menjadi prasyarat mutlak 
bagi terciptanya kepercayaan investor. Teori efektivitas hukum menekankan bahwa hukum 
tidak cukup hanya tertulis, tetapi harus dilaksanakan secara nyata dalam masyarakat 
(Soekanto, 2007; Rahardjo, 2009). Kepastian hukum menjadi elemen penting dalam 
mendukung iklim investasi yang stabil dan berdaya saing, khususnya bagi sektor syariah 
yang memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama (Munawiroh & Rumawi, 2020; 
Rahmawati et al., 2022). Dalam konteks inilah SBSN harus dikaji secara mendalam, baik 
dari aspek prinsip operasional syariah, efektivitas kebijakan, maupun jaminan kepastian 
hukumnya. Pengkajian ini penting tidak hanya untuk mendukung pembangunan ekonomi 
yang inklusif dan etis, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat 
keuangan syariah global. 

Oleh karena itu, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara 
komprehensif prinsip-prinsip dasar operasional Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di 
Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan 
kesesuaiannya dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
mengevaluasi eksistensi SBSN sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan 
nasional yang efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, fokus utama diarahkan pada sejauh 
mana regulasi yang berlaku dapat mendukung pelaksanaan SBSN secara optimal, serta 
bagaimana kepastian hukum yang menyertainya dapat menjamin perlindungan dan 
kepercayaan bagi para investor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 



Hariati. S. Eksistensi Prinsip-Prinsip Surat Berharga Syariah ……… 

 

 Empiricism Journal, Vol 6, No 2, June 2025 430 

 

memberikan kontribusi dalam penguatan peran SBSN dalam sistem keuangan syariah 
nasional, serta sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap 
kebutuhan pembiayaan pembangunan di Indonesia. 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang 

bertumpu pada studi pustaka guna menelaah asas hukum, norma, doktrin, dan peraturan 
perundang-undangan yang relevan untuk menjawab isu hukum tertentu. Sebagaimana 
ditegaskan oleh Marzuki (2005), penelitian hukum normatif merupakan proses ilmiah yang 
digunakan untuk menemukan kaidah hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum dalam 
merespons persoalan hukum yang sedang dikaji. Metode ini dipilih karena sangat relevan 
dalam konteks kajian keuangan syariah, khususnya dalam menelaah kerangka regulasi dan 
prinsip syariah yang mengatur pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis: 
Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti: 
• Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 
• Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 
• Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 
• Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
• Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta 
• Peraturan pelaksana lainnya yang terkait langsung dengan SBSN dan regulasi investasi 

syariah. 
Bahan hukum sekunder, berupa literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan tulisan 
akademik dari para ahli hukum dan pakar ekonomi syariah. 
Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, kamus ekonomi, ensiklopedia, dan sumber 
lain yang menunjang pemahaman konsep dan istilah dalam penelitian. 

Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan 
utama: 
• Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yakni analisis terhadap norma 

hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan fatwa Dewan Syariah 
Nasional (DSN-MUI). Pendekatan ini penting untuk mengkaji legalitas dan kepatuhan 
SBSN terhadap prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam. 

• Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang mengkaji 
teori dan konsep-konsep mendasar dalam hukum ekonomi Islam dan hukum keuangan 
syariah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami nilai-nilai normatif yang melandasi 
regulasi SBSN, termasuk prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba. 

• Pendekatan Analitis (Analytical Approach), digunakan untuk menelaah makna 
konseptual dari norma hukum melalui analisis terhadap teks hukum dan implementasinya 
dalam praktik, termasuk pengujian terhadap putusan-putusan hukum dan kebijakan yang 
relevan. 

Contoh penerapan pendekatan ini dapat dilihat dalam penelitian Pikahulan et al. 
(2022) mengenai perlindungan hukum nasabah Bank Syariah Indonesia, dan Nurhasanah & 
Tanjung (2023) tentang implementasi fatwa DSN-MUI dalam akad mudharabah. Keduanya 
menunjukkan bahwa pendekatan normatif mampu menjelaskan hubungan antara norma, 
regulasi, dan praktik kelembagaan dalam sektor keuangan syariah.  

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi sistematis dan 
konstruksi hukum, yaitu menarik asas-asas hukum dari norma tertulis dan mengujinya dalam 
konteks empiris. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan hukum yang 
berlaku, tetapi juga mengevaluasi dan memberikan penilaian etis terhadap efektivitas dan 
koherensi sistem hukum yang mengatur SBSN. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Prinsip-Prinsip Syariah dalam Operasional Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan wujud konkret 
implementasi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam sistem fiskal nasional. SBSN 
didasarkan pada berbagai akad seperti Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan Istisna’, yang 
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masing-masing memiliki karakteristik hukum dan ekonomi yang sesuai dengan maqāṣid al-
syarī‘ah, yaitu keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. 

Prinsip Mudharabah dalam SBSN mengatur bahwa pemegang sukuk (investor) 
memberikan dana kepada pemerintah (sebagai mudharib) untuk dikelola dalam proyek 
produktif dengan skema bagi hasil. Menurut Islamic Fiqh Academy dan praktik di berbagai 
negara, sukuk mudharabah tidak dapat memberikan jaminan keuntungan tetap, karena 
bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, instrumen ini harus berbasis pada proyek 
atau aset riil dengan transparansi dalam pelaporan keuntungan dan kerugian. Dalam 
konteks ini, penerapan prinsip mudharabah dalam SBSN telah memberikan ruang bagi 
partisipasi masyarakat dalam investasi syariah yang etis dan inklusif (Nurfitriani & Hasbi, 
2022). 

Adapun Musyarakah, sebagai bentuk kerja sama usaha dengan kontribusi modal dari 
dua pihak atau lebih, memperkuat prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif dalam 
investasi SBSN. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini sangat relevan dalam proyek 
infrastruktur berskala besar, sebagaimana tercermin dalam berbagai sukuk proyek 
pemerintah (Hasanah & Ichfan, 2021). 

Sementara itu, akad Ijarah, yang digunakan dalam bentuk SBSN Ijarah Sale and 
Lease Back, merupakan model paling banyak diterapkan. Sukuk ijarah mewakili kepemilikan 
atas aset tertentu yang disewakan kepada pemerintah, dan memberikan imbal hasil dari 
sewa tersebut. Keunggulan akad ini adalah fleksibilitas dalam struktur imbalan serta 
kepastian kepemilikan aset riil yang mendasari transaksi (Sakti & Adityarani, 2020). Selain 
itu, aspek kepatuhan syariah diperkuat melalui ketentuan bahwa seluruh biaya terkait 
kepemilikan menjadi tanggung jawab penyewa, bukan pemilik, sehingga menjamin distribusi 
risiko yang adil. 

Untuk proyek pembangunan infrastruktur, akad Istisna’ juga digunakan sebagai dasar 
penerbitan SBSN. Akad ini memungkinkan pembangunan proyek yang belum ada dengan 
pembayaran bertahap selama proses pembangunan. Istisna’ dinilai efisien karena 
memberikan fleksibilitas pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah terkait gharar 
(ketidakpastian) dan riba (Nst & Nurhayati, 2022). 

Peran Strategis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pembiayaan 
Pembangunan Nasional Berbasis Syariah 

Landasan hukum utama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia adalah 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Regulasi ini lahir dari proses panjang yang 
melibatkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kementerian 
Keuangan, serta otoritas pasar keuangan nasional. SBSN dirancang sebagai instrumen 
pembiayaan negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan secara khusus 
diterbitkan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
mendukung proyek infrastruktur, serta memperluas basis investor syariah, baik di dalam 
maupun luar negeri (Fitrianto, 2019; Raksawati et al., 2022). 

Sejak diimplementasikannya UU No. 19 Tahun 2008, kontribusi SBSN terhadap 
pembangunan infrastruktur menjadi titik fokus penting dalam pembiayaan proyek-proyek 
strategis nasional. SBSN tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga 
berdampak luas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah 
tertinggal. Proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai SBSN, seperti jalan, jembatan, dan 
fasilitas publik, telah mendorong efisiensi logistik, membuka akses pasar baru, dan 
memperkuat konektivitas antarwilayah (Khairunnisa et al., 2021; Rediansyah et al., 2023; 
Wadana & Prijanto, 2021). 

Dalam implementasinya, SBSN terbukti lebih stabil dibandingkan obligasi 
konvensional karena berbasis pada aset riil dan menghindari sistem bunga. Stabilitas ini 
membuat SBSN lebih tahan terhadap gejolak pasar dan menarik bagi investor dengan 
orientasi jangka panjang (Mubarok, 2018). Selain itu, melalui penerbitan sukuk ritel dan 
sukuk tabungan yang terjangkau, SBSN mendorong inklusi keuangan dengan memperluas 
akses masyarakat terhadap produk investasi syariah. Hal ini menjadikan SBSN sebagai alat 
strategis edukasi keuangan syariah sekaligus sarana peningkatan partisipasi publik dalam 
pembangunan (Aditiya et al., 2022). 
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Lebih jauh, SBSN juga memainkan peran penting dalam mendukung agenda 
pembangunan berkelanjutan. Banyak proyek yang didanai bersifat sosial dan berorientasi 
pada kesejahteraan jangka panjang, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan 
transportasi. Dari sisi fiskal, SBSN membantu diversifikasi sumber pembiayaan negara dan 
memperkuat kapasitas anggaran pemerintah, terutama dalam menghadapi tekanan 
keuangan global (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Rizal & Adibah, 2022). 

Namun, pelaksanaan SBSN tidak lepas dari tantangan. Di antaranya adalah hambatan 
dalam proses pengadaan lahan, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta perlunya 
transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pelaporan penggunaan dana. Hambatan-
hambatan ini dapat memengaruhi kelancaran proyek dan kepercayaan investor, terutama di 
sektor infrastruktur yang sangat bergantung pada efisiensi dan ketepatan waktu (Musfita et 
al., 2023; Fauziah et al., 2021). 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu diperkuat kolaborasi antara pemerintah, 
sektor swasta, dan masyarakat dalam bentuk skema Public-Private Partnership (PPP). 
Selain itu, pengembangan kapasitas institusional dan pelatihan teknis dapat membantu 
meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Inovasi teknologi juga perlu 
diadopsi, terutama dalam pelacakan dan transparansi proyek SBSN, untuk meningkatkan 
kepercayaan publik dan akuntabilitas anggaran (Gündoğdu, 2018; Radynskyy et al., 2024). 

Dalam konteks global, strategi internasionalisasi SBSN menjadi sangat penting. SBSN 
yang sesuai prinsip syariah dan berbasis aset riil memiliki daya tarik tersendiri bagi investor 
global yang mencari instrumen keuangan berorientasi sosial dan berkelanjutan. Melalui 
promosi aktif, seperti roadshow dan partisipasi dalam forum internasional, Indonesia dapat 
memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar keuangan syariah dunia (Ashfahany et al., 
2023; Rizal & Adibah, 2022). 

Akan tetapi, pengembangan SBSN secara internasional juga memerlukan dukungan 
regulasi lintas negara dan penguatan infrastruktur keuangan. Kerangka hukum yang adaptif 
dan sistem yang menjamin transparansi transaksi menjadi prasyarat utama agar SBSN 
dapat diterima luas di pasar global. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan kualitas 
tata kelola dan mitigasi risiko agar tidak menimbulkan reputational risk yang dapat 
merugikan kepercayaan investor (Bonkowsky et al., 2020; Supriyadi et al., 2023). 

Perbandingan SBSN dengan Obligasi Konvensional 
Sukuk negara berbeda mendasar dari obligasi konvensional. Jika obligasi 

mengandalkan bunga tetap yang tidak terkait dengan kinerja proyek, maka sukuk 
didasarkan pada prinsip bagi hasil, sewa, atau jual beli atas aset nyata. Sukuk juga 
membutuhkan adanya underlying asset sebagai dasar transaksi, yang memastikan 
keterkaitan langsung antara investasi dan proyek riil. Dalam hal ini, SBSN lebih sesuai 
dengan prinsip transparansi, keadilan, dan distribusi risiko yang menjadi dasar keuangan 
Islam (Syaripudin et al., 2022; Wardiwiyono & Imron, 2022). 

Studi oleh Sunarno et al. (2019) dan Wijaya (2021) menunjukkan bahwa sukuk 
memberikan stabilitas portofolio dan likuiditas premium karena diminati oleh investor yang 
memperhatikan kepatuhan syariah. Selain itu, pasar sukuk semakin berkembang dengan 
adanya dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang progresif, serta keterlibatan 
institusi internasional. 

Kedudukan Hukum dan Kontribusi Strategis SBSN 
Secara hukum, SBSN diakui sebagai instrumen pembiayaan sah berdasarkan UU No. 

19 Tahun 2008 dan berbagai regulasi turunan dari OJK serta Kemenkeu. Kedudukan ini 
diperkuat oleh adanya pengawasan dan fatwa DSN-MUI, yang menjamin kepatuhan syariah 
dan transparansi pengelolaan dana publik. 

SBSN juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan. Antara 2013 hingga 2019, SBSN telah membiayai proyek senilai lebih dari Rp 
90 triliun. Pendanaan ini mencakup infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, 
yang memberikan efek berganda pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat (Fitrianto, 2019; Suhaidi, 2022). 

Melalui kombinasi struktur hukum yang kuat, prinsip syariah yang konsisten, dan 
strategi pembiayaan yang inklusif, SBSN terbukti sebagai inovasi keuangan publik yang 



Hariati. S. Eksistensi Prinsip-Prinsip Surat Berharga Syariah ……… 

 

 Empiricism Journal, Vol 6, No 2, June 2025 433 

 

mampu mendorong transformasi sistem fiskal nasional menuju arah yang lebih adil, 
transparan, dan berkelanjutan. 

KESIMPULAN  
Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di 

Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam 
dalam sistem keuangan negara. Akad-akad seperti Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan 
Istisna’ tidak hanya berperan sebagai landasan hukum syariah, tetapi juga sebagai 
instrumen yang mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan pemerintah dengan aspirasi 
masyarakat yang mengedepankan prinsip etika dan keadilan. SBSN terbukti menjadi 
alternatif pembiayaan yang sah, stabil, dan inklusif, serta mampu mendorong pertumbuhan 
ekonomi melalui pendanaan proyek-proyek strategis nasional, khususnya infrastruktur. 
Selain itu, keberadaan SBSN turut mendorong inklusi keuangan syariah, memperluas basis 
investor ritel, serta meningkatkan kepercayaan pasar domestik dan internasional terhadap 
instrumen keuangan syariah Indonesia. 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya diarahkan pada eksplorasi yang lebih mendalam terhadap implementasi masing-
masing akad syariah, seperti Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan Istisna’ dalam struktur 
SBSN, guna mengukur efektivitasnya dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek 
pembangunan strategis nasional. Penelitian mendatang juga disarankan untuk melakukan 
analisis komparatif antara SBSN dan sukuk korporasi, baik dari sisi struktur hukum, daya 
tarik investor, maupun kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor keuangan syariah di 
Indonesia. Selain itu, penting untuk meneliti tingkat literasi dan persepsi investor ritel 
terhadap SBSN sebagai instrumen investasi yang berbasis syariah, termasuk hambatan dan 
peluang dalam memperluas partisipasi masyarakat. Lebih jauh, kajian mengenai kontribusi 
SBSN terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama di sektor infrastruktur 
dan layanan publik, juga menjadi ruang penelitian yang strategis. Akhirnya, diperlukan studi 
yang mengulas distribusi manfaat SBSN secara regional, agar kebijakan penerbitannya 
dapat diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan inklusi keuangan syariah 
di seluruh wilayah Indonesia. 
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